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ABSTRAK
PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BANK BNI SYARIAH KOTA PALEMBANG

Perbankan Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan
prinsip Syariah. Salah satu produk yang paling populer digunakan oleh Perbankan Syariah
adalah jual beli Murabahah, selanjutnya disebut Murabahah yang dianggap sangat
bermanfaat bagi nasabah yang membutuhkan suatu barang tetapi belum mempunyai dana
yang diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Namun dibalik sistem
pembiayaan tersebut pastinya terdapat kendala yang terjadi dan akan mempengaruhi pada
efektivitas penggunaan akad pembiayaan murabahah. Salah satu kendala yang terjadi dalam
pembiayaang murabahah yaitu terjadinya wanprestasi antara nasabah dan pihak bank itu
sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan akad
pembiayaan Murabahah dan bagaimana cara penyelesaian kendala yang terjadi pada akad
pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan
penelitian yuridis empiris dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan
wawancara lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan menentukan bahwa akad pembiayaan
Murabahah di Bank BNI Syariah Kota Palembang menggunakan akad wakalah yaitu
memberikan kuasa kepada nasabah atas nama Bank BNI Syariah Kota Palembang. untuk
membeli suatu barang yang telah disepakati dalam akad dan pelaksanaan tersebut
berdasarkan prinsip syariah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian terhadap kendala dalam akad
pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kota Palembang yaitu dengan tahap pertama
penyelamatan seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dan tahap kedua
penyelesaian seperti musyawarah, mediasi, melalui BAYARNAS, atau lembaga Peradilan.

Kata Kunci: Akad Pembiayaan, Murabahah, Bank BNI Syariah.
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e
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang
dikembangkan berdasarkan Syariat (Hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini
didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam
dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-
usaha yang dikategorikan haram (misalnya: usaha yang berhubungan dengan
produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang tidak islamiah dan lain-

lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.!

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
selanjutnya di singkat menjadi UUPS, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank
yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan dengan prinsip Syariah. Menurut
jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank
Konvensional Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah Bank
Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

!, Akhmad Muhajidin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016,
hal.16



Selanjutnya Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit
kerja dari salah satu kantor pusat Bank Umum Konvensional yang fungsinya sebagai
kantor induk dari kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syari‘ah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang bertempatan di luar
negeri yang melakukan kegiatan usaha secara konven yang fungsinya sebagai kantor

induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.?

Terdapat dua sistem yang dikenal di dalam dunia perbankan yakni sistem
ekonomi secara konvensional dan sistem ekonomi secara syariah. Kegiatan dari bank
konvensional mengikuti dasar dan prinsip-prinsip perbankan yang telah ada sejak
bank pertama kali didirikan. Pada bank konvensional, kepentingan terhadap pemilik
dana adalah memperoleh imbalan seperti bunga simpanan yang tinggi, sedangkan
untuk kepentingan bagi pemegang saham yakni diantaranya mengoptimalkan dan
memperoleh antara suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan. Berbeda dengan
Bank Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usaha nya berdasarkan
prinsip syariah dan menggunakan darsar syariah Islam yang berpatokan pas Al-

Qur’an dan Hadist.?

Mayoritas penduduk Indonesia merupakan pemeluk agama Islam, yang
tentunya berkeinginan untuk menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan

prinsip Islami yang bebas dari riba. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang

2, Ibid
3. Muhamad Rudiansyah, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hal.
134



beragama Islam dalam hal transaksi keuangan seperti menyimpan uang, menyalurkan
uang dan mengirimkan uang secara syariah, maka pemerintah merespon hal tersebut
dengan mendirikan lembaga keuangan bank maupun non-bank dengan prinsip

syariah.*

Perbankan syariah telah menjadi kenyataan umum di negara Indonesia,
termasuk di wilayah Sumatera Selatan khususnya di kota Palembang dimana
beberapa Bank Syariah telah menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Seperti

yang tertulis pada UUPS Pasal 19 ayat 1 Huruf A:

”Kegiatan usaha Bank Syariah sendiri meliputi menghimpun dana dalam bentuk
simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan pirinsip
syariah.””

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 13 UUPS telah merumuskan yang dimaksud

dengan Akad, yaitu:

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan
pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai
dengan Prinsip Syariah”

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun
2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab 1 pasal 20 poin 1, yang

dimaksud dengan Akad adalah:

“Ryantiar Fahmi Faisal, Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil,
Jurnal Ilmiah, 2013, hal. 1. Diakses pada tanggal 7 februari 2020, pukul 19.00 wib.
>, Pasal 19 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah



“Akad Adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk
melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu”

Produk-produk dan operasional Bank Syariah didasarkan pada syariat Islam.
Artinya, seluruh kegiatan usaha bank Syariah tidak boleh bertentangan dengan
Syariat Islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah (UUP)

“bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian
berdasarkan Hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan
atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai
dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (Mudharabah),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), prinsip jual beli
barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang
modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ljarah), atau dengan adanya pilihan
pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain
(ljarah Wa Iqgtina).””

Hubungan hukum diantara Bank Syariah dengan nasabahnya terikat dengan
pelaksanaan pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, tentunya tidak terlepas dari
apa yang dimaksudkan dengan Akad itu sendiri, yang mempunyai pengertian yang
sama dengan perjanjian atau kontrak. Berdasarkan rumusan tentang Akad tersebut,
jelaskan bahwa Akad memuat sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak, yakni

pihak Bank Syariah dan Pihak Nasabah selaku pemohon akad pembiayaan

Murabahah.®

¢, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah Bab 1 pasal 20 poin 1, hal. 15

7. Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

8, Fanny Yunita Sri Rejeki, 2013, Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya , Jurnal Lex
Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013, diakses pada Tanggal 15 Oktober 2019, pukul 13.36 WIB



Prinsip jual beli dapat terlaksana dengan dilakukan pemindahan kepemilikan
suatu barang. Transaksi dalam jual beli dibedakan berdasarkan bentuk
pembayarannya dan waktu penyerahan suatu barang. Pada konsep ekonomi Islam ada

3 jenis Jual beli yang diketahui, yaitu: Murabahah, salam dan istisna .

Salah satu fikih yang paling terkenal dipakai dalam perbankan syariah adalah
jual beli berdasarkan murabahah, selanjutnya disebut Murabahah yang dianggap
sangat bermanfaat bagi seseorang yang membutuhkan suatu barang tetapi belum
mempunyai uang yang diperlukan untuk memenuhi suatu kebutuhan tersebut.
Transaksi macam ini, pantas dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para-para
sahabatnya. Dengan fikiran mudah, murabahah beerarti kesepakatan dalam
keuntungan harga penjuala suatu barang. Contohnya seseorang membeli sebuah
barang dan lalu barang itu dijual kembali dengan keuntungan tertentu. dikarenakan
perkembangan zaman, seorang perantara dicari untuk membeli suatu barang yang
tidak dapat diperoleh oleh sipembeli dan murabahah termasuk bentuk jual beli ketika

pembeli menginginkan suatu barang itu. °

Hubungan para pihak yang tertuang dalam sebuah akad pembiayaan
Murabahah tersebut yaitu suatu ikatan hukum yang bisa memunculkan akibat hukum
tertentu. Bank syariah dengan memberikan dana kepada nasabah-nasabahnya sendiri

pastinya tidak menginginkan adanya kerugian yang muncul dari pihak hubungan

9. Akhmad Muhajidin, Hukum Perbankan Syariah, Edisi 1, cet. 1, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2016, hal. 53



hukum tersebut, sebaliknya, pihak dari nasabah bisa mengambil manfaat dari dana
yang dipinjam dari Bank Syariah untuk kepentingan bisnis, seperti peningkatan
kualitas produk, persediaan alat-alat modal kerja, memperluaskan pemasaran suatu
produk, dan sebagainya berdasarkan dengan kebutuhan atau keinginan nasabah

tersebut sendiri.

Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum,
maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya,
yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu besaran jumlah yang diperjanjikan,

tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak Bank syariah tersebut.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati dalam akad Murabahah, penjual harus memberi tahu
harga produk yang ia  beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai

tambahannya.©

Akad Pembiayaan Murabahah merupakan akad yang paling banyak dicari
oleh beberapa nasabah di Bank Syariah. Beberapa alasan yang menjadi sebab

diminatinya akad ini adalah sebagai berikut:

10, Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dan Teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta,
2001, hal. 101



1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi pembiayaan sebuah
pembiayaan jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem Profit and

Loss Sharing (PLS) dan lebih mudabh;

2. Mark-up dalam murabahah bisa saja ditentukan dengan pasti yang
merupakan jaminan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam
melakukan perbandingan berdasarkan tingkat bunga dan memberikan

pengembalian kepada pihak penyempinan dana;

3. Murabahah menjauhkan nasabah dari ketidakpastian yang terdapat pada

pendapatan dari segala bisnis dengan sistem PLS;

4. Murabahah tidak memungkinkan LKS untuk mencampuri manajemen
bisnis karena LKS bukanlah mitra si nasabah, karena hubungan mereka
dalam murabahah adalah hubungan antara penjual dan pembeli atau

pemberi dan penerima pembiayaan.!!

Secara umum, bank syariah telah menggunakan pembiayaan murabahah
sebagai bentuk pembiayaan yang utama. Praktik pada bank syariah yang ada di
Indonesia, portofolio bagi pembiayaan murabahah mencapai 70% - 80%. Kondisi

seperti ini tidak hanya terdapat di Indonesia,tetapi juga terjadi pada bank-bank

11, M Haris Fikri, Skripsi Pelaksanaan pembiayaan Murahabab berdasarkan Prinsip Hukum
Ekonomi Syariah, Universitas Lampung, 2016, diakses pada tanggal 15 oktober 2019, pada pukul
16.12 wib



syariah di luar negeri lainnya, seperti Malaysia, Pakistan, dikarenakan murabahah

dinilai cukup memudahkan untuk digunakan sebagai model pembiayaan.*2

Akad Pembiayaan Murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan Bank
BNI Syariah Cabang Palembang paling banyak digunakan untuk proses pembiayaan.
Tetapi, di balik sistem itu pun juga terdapat kendala — kendala yang terjadi yang akan
berpengaruh pada efektivitas penggunaan akad pembiayaan murabahah oleh nasabah
untuk meningkatkan nasabah maupun Bank itu sendiri. Seperti salah satu kendala
yang terjadi dalam pembiayaan yaitu terjadinya wanprestasi antara nasabah dan pihak
bank itu sendiri, yaitu pemahaman yang salah terkait akad pembiayaan murabahah.
Yang dimana pihak nasabah tersebut menganggap bahwa sistem akad pembiayaan
murabahah itu sama halnya dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank
konvensional yang dimana pembayaran yang dilakukan per bulan itu dapat di pisah

antara pembayaran pokok dan pembayaran bunga.*3

Berdasarkan uraian diatas , penelitian ini dibuat guna mencari solusi bagi
permasalahan tersebut, serta untuk mengetahui proses dan cara penyelesaian kendala
dalam produk pembiayaan murabahah baik dari segi pemahaman maupun kendala

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2, Muhamad, Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi, Yogayakarta: UPP AMP YKPN, 2005,
hal. 138

13, Berdasarkan hasil wawancara pegawai Bank BNI Syariah Kota Palembang, Pandu Chesar
sebagai Collection Assistent.



Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul :

Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kota

Palembang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, skripsi ini akan

membahas permasalahan pokok, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kota
Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perbankan

Syariah?

2. Bagaimana penyelesaian kendalapada Akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI

Syariah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang tertulis diatas, maka tujuan yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan

Murabahah di Bank BNI Syariah kota Palembang.
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh pihak
Bank BNI Syariah Kota Palembang dalam menyelesaikan kendala yang terjadi pada
Akad Pembiayaan Murabahah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran dalam bidang

Ilmu Hukum, khususnya dalam praktek perbankan Syariah di kota Palembang.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti
Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pembanding
terhadap penemuan-penemuan peneliti terdahulu tentang pemahaman
nasabah mengenai akad pembiayaan Murabahah dari Bank BNI Syariah

Kota Palembang

2) Bagi Penulis Lain
Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar acuan

penelitian lain
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E. Ruang Lingkup
Penulisan dengan judul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di Bank
BNI Syariah Palembang” ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada
sistem atau proses Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dan upaya yang
dilakukan apabila terjadi kendala dalam proses tersebut.
F. Kerangka Teori
1. Teori Perjanjian
Istilah Perjanjian biasa dikenal dalam hukum dengan istilah ikatan.
Secara terminologi perjanjian (perikatan) adalah ikatan antara seseorang dengan
seseorang atau dua orang lainnya. 4
Abdul Kadir Muhamad mendefinisikan perjanjian  sebagai
kesepakatan/persetujuan antara satu orang dengan satu orang lainnya atau lebih
dengan tujuan untuk melakukan suatu hal. *°
Sementara itu dalam hukum islam sendiri, asal kata perjanjian yakni dari
istilah agad yang berarti menyimpulkan.
Abdul Aziz Muhamad dalam bukunya memberikan pengertian tentang aqad
yang berarti pengikat atau tali ikatan. aqgad sendiri diartikan sebagai:
“Menghubungkan antara dua perkataan masuk juga di dalamnya janji dan sumpah,

karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau

14 Siti Fatmawati, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2008,
hal. 221
5, Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990, hal. 78
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meninggalkannya. Demikian dengan janji hal nya janji sebagai perekat hubungan
antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli
hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah sepakat untuk mengikatkan
diri dengan seseorang lainnya. Karena yang merupakan suatu hubungan, maka suatu
agad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni kedua pihak saling
mengemukakan janjinya mengenai prestasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa dan
lain-lain.’

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk
melingdungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah
yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban
dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.'®

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upanya
melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan
kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.*®

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang di inginkan manusia

adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya

16, Abdul Aziz Muhamamd Azzam, Figh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Figh Islam,
Jakarta: Amzah, 2010, Hal. 15

7 Imron Rosadi, jurnal “Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam (Qur’an dan
Hadist), (online), diakses pada tanggal 24 september 2019, pukul 12.22 wib

18, Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Surakarta:
Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universita Sebelas Maret

19, Satjipto Rahardjo, Sisi sisi Lain Dari Hukum d Indonesia, Jakarta; Kompas, 2003, Hal. 121



13

kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun dalam
praktiknya ketiga nilai dasar tersebut saling bersinggungan, namun diusahakan ketiga

nilai dasar tersebut tetap berjalan beriringan.?

3. Teori Bank Syariah

Legalitas bank syariah di Indonesia telah dilindungi oleh hukum semenjak
dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang kemudian di
revisi ke dalam Undanng-Undang No. 10 Tahun 1998. Namun, karena dirasa belum
spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah
yang mana di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang
cukup pesat maka Undang-Undang No 10 Tahun 1998 disempurnakan lagi sesuali

keadaan perbankan yang tertuang dalam Undang-Undang no. 21 Tahun 2008.

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank
konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak membebankan bunga
kepada nasabah, akan tetapi bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad
yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur’an dan
Hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi

Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW.?!

G. Metode Penelitian

20, Mustofa Isniyanto, Skripsi: “Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Pemberi Gadai
atas Barang Jaminan Yang Hilang di PT Pegadaian (Persero) cabang wonogiri” (Yogyakarta:
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), hal. 12, diakses pada tanggal 22 september 2019,
pukul 20.00 wib

21, Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 29
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
menggunakan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah
pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian data-data primer
di lapangan. Normatif empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada
peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagimana implementasinya di
lapangan.??
2. Jenis dan Sumber Data
Penulisan ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bahan
pustaka (bahan sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan
(data primer), yaitu:?
a. Data Primer
Data primer dalam penulisam skripsi ini adalah data yang di peroleh
melalui penelitian lapangan (field research) pada bank yang terkait dengan
permasalahan skripsi yaitu Bank BNI Syariah Kota Palembang mengenai
Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahabh.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah data yang berasal dari
Peraturan Perundang-Undangan, literatur, serta data-data yang diperoleh

melalui studi kepustakaan yang berupa arsip.

22, Soperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, 2007, hal 17
2, |bid, hal 51
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Data sekunder tersebut dapat meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier.2*

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867.

c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun

2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi

24, Soejono Soekanto dan Sri Mamuiji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2010, hal. 14
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mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan

klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.?
3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum tambahan yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang dipakai dalam

penelitian ini yaitu, kamus hukum atau kamus umum.

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan pada Bank BNI Syariah Kota
Palembang yang berlokasi di JI. Jendral Sudirman KM. 3,5, Kelurahan 20 ilir
timur I, 20 ilir D. 111, kec. Ilir timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30126. Alasan dipilihnya Bank BNI Syariah ini karena Bank BNI Syariah
cabang Palembang ini melakukan Akad Pembiayaan Murabahah yang juga

diterapkan kepada nasabah.

Teknik Pengumpulan data

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini dilakukan dengan
mencatat dan mempelajari literatur yang berupa buku-buku, jurnal hukum,
sura-surat kabar, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan dibahas.

25 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, cetakan ke-5, 2009, hal. 142
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b. Penelitian Lapangan
Yaitu untuk mendapatkan data primer yang dilakukan adalah melakukan
penelitian lapangan dimana penulis melakukan kunjungan langsung ke
lokasi Bank BNI Syariah Kota Palembang yang beralamat di JI. Jendral
Sudirman KM. 3,5, Kelurahan 20 ilir timur I, 20 ilir D. 11, kec. Hir timur 1,

Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126.

Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu
penelitian dimana data primer dan data sekunder yang telah diperoleh
terkumpul dipelajari dan diteliti, sehingga penulisan dapat dipahami dan
diuraikan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan

yang menggambarkan jawaban permasalahan.

Teknik Pengambilan Kesimpulan
Teknik Pengambilan kesimpulan yang digunakan oleh penulis adalah
deduktif. Metode deduktif adalah cara menarik kesimpulan dari hal umum ke

hal khusus.
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